Gerindra Minta PDIP Tidak
Provokasi Rakyat Soal
Kenaikan PPN 12 Persen
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ORINEWS.id -Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen
yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7/2024 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), mendapat sorotan dari
Partai Gerindra.

Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi III DPR RI, Muhammad
Rahul, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sepenuhnya
merupakan kewenangan pemerintah dan tidak dapat diubah begitu
saja tanpa dasar hukum yang jelas.

Menurut Rahul, kebijakan itu sesungguhnya sudah dirancang pada
era Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi
partai penguasa, ketika PDIP memimpin di Parlemen.

Dia menambahkan bahwa sejumlah politisi PDIP yang mengkritik
kebijakan tersebut seharusnya lebih memahami konteks hukum
yang ada. Salah satu anggota DPR RI dari PDIP, Dolfie Othniel
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Frederic Palit, sebelumnya menyarankan agar pemerintah bisa
mengusulkan penurunan tarif PPN.

“Terkait yang disampaikan oleh Dolfi, bahwa sebagai Ketua
Panja dia tidak memahami UU ini, terlihat bahwa pada saat
membaca Pasal 7 ayat 3 tapi tidak membacanya di ayat 4 secara
tuntas,” kata Rahul dalam keterangannya, Selasa, 24 Desember
2024.

Rahul mengatakan, dalam Pasal 7 tersebut dijelaskan bahwa
pemerintah tidak bisa sembarangan menurunkan tarif PPN tanpa
persetujuan DPR, yang harus dilakukan dalam pembahasan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

“Pemerintah tidak bisa langsung menurunkan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP),” tegas
Politikus Gerindra ini.

Atas dasar 1itu, Rahul mengingatkan PDIP untuk tidak
memprovokasli masyarakat dengan menyebarkan kesan bahwa
pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Menurutnya, UU HPP
adalah produk kebijakan yang dilahirkan saat PDIP berkuasa,
dan bukan kebijakan yang diusulkan oleh pemerintahan Presiden
Prabowo.

“Jangan memprovokasi rakyat seakan-akan pemerintah tidak
berpihak pada rakyat padahal UU HPP merupakan produk dari PDIP
saat menjadi partai penguasa,” katanya.

Lebih jauh, Gerindra meminta PDIP untuk lebih bijaksana dalam
memberikan pernyataan terkait kebijakan pajak tersebut dan
menghentikan polemik yang dapat membingungkan rakyat.

“Mengapa sejumlah politisi PDIP jadi miopi, rabun sejarah,
penglihatannya seakan buram, tampil seakan pahlawan di malam
gulita, memprovokasi dan mempersoalkan bahkan meminta Presiden
Prabowo membatalkan kebijakan PPN 12 persen,” pungkasnya
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